
BUPATI TAPIIY
PROVINSI I(ALIMANTAN SELATAN

PERATT'RAIT BUPATI TAPIN
NOMOR 12 TAIIUN 2015

TENTANG

RENCANA I(ER.'A PEMBAITGUIIAIT DATRAII
I{ABUPATEN TAPIN

TAIIUN 2OL6

DENGAN RAIIMAT TI'HAN YAITG UAIIA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

c.

: BIIPATI TAPIN,

bahwa unhrk melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2OlO tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 08 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata
Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
perlu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016;

bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah
merupakan dokumen perenc€rnaan yang akan
dipedomani oleh setiap stalcetwlder dalam
penyelenggaraan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tapin pada Tahun 2016;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huraf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2OL6;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daeratr Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabdong (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun f965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungiawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2OO4 Nornor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
aao0);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aa2\;

Undang-UndanB Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aa3$;

Undang-Undang Nomor 17 Tatrun 2OO7 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 33, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
aToo);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OlL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523fl;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tent4qg
Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244,
Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
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11.

t2.

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56791;

Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentalg Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a6631;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
atas Penyelenggaraa.n Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor a737);

Piraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8
tentang Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a8fi);

13.
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15.
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77.

18.

19.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor L2 Tatrun 2ALL tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ;

Peraturan Presid.ea Nom.or 2 Tahun 2015 tenta-ng
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 20 t5-2Ot9 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuartgan
Daeratr sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam illegeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2OLO tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata
Cara Pen5rusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2Ol4 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor
O4O Tahun 20145 tentang Rencana Kerja
Perribangunan Daeratr Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2016;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04
Tahun 2008 tentang Urrrsan Pemerintahan
Daeratr Kabupaten Tapin;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahr:n 2OOg .tentang Pernbenttrkar-r Orgar-risasi
dan Tata Kerja Perangkat Daeratr Kabupaten
Tapin, sebagaimana telah diubatr beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tapin Nomor 01 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
Nomor 05 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Tapin;

20.

27.

22.

23.

24.
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25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 0L
Tatrun 2OL2 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Tapin;

Peraturar-r Daerah. Kabu.patea Tapin Nornor L2
Tahun 2Ol2 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02
Tahun 2013 tentang Pembenhrkan Organisasi
dan Tata Keda Sekretariat Dewan Pengunrs
Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten
Tapin;

Perahrran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03
Talrun 2Ol3 tentang Pembenhrkan Organisasi
dan Tata Kerja Satuan P- olisi Pamong Praja
Kabupaten Tapin;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2OLg tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2QO5-2ol25;

Peratrrran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 21
Tatrun 2Ol3 tentang Rencana Pembangunart
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2013-2017;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor O5
Tahun 2Ol4 tentang Pembenhrkan Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan
Barangl Jasa Pemerintatr Kabupaten Tapin;

Peraturan Bupati Tapin Nomor O2 Tahum 2OL4
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tapin;

26.

27.

28.

29.

30.

32.

31.

Menetapkan :

ilEUUTUSKATI:

PERATI'RAN BI'PATI TEITTANG RENCANA IIT&'A
PEMBAIIGT'trAIT DAERAII I(ABI'PATEIY TAPIIT
TATII'il 2016.
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BAB I
I(ETENTUAIT truIIM

pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yqrrg dimqksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksarraalr ,rrru*r,
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati ad.alah Bupati Tapin.
4. Dewan rah, yang selanjutnya disingkatDPRD lan Rakyat Dalrah KabupatenTapin, ga perwakilan rakyat daerah yang

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
Daerah.

5. Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah adalah
Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daeratr Kabupaten
Tapin.

6. Satuan Kgrja Perangkat Daerah, ymg selanjutnya disingkat
SKPD adalah _9?t * Keda perangkat Daerah ai Hngkr-rngan
Pemerintah Kabupaten ph, yang merupakan ,rr!r.
pembanhr Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7 - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalatr Dokumen perencanaan
Pembangunan Daerah yang memuat penjabaran dari visi, Misi,
dan Program Bupati untuk kurun waktu S (lima) tahun.

8. Rencana Pembangunan Tahun€rn Daerah atau disebut dengan
Rencana Kgrja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah Dokumen perencanaan Daerah untuk
kurun waktu I (satu) tahun.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tairunan
Pemerintaha' Daerah yang dibahas dan disetujri b"r"ama oleh
Pemerintah Daerah dan DpRD dan ditetapkan dengan peraturan
Daerah.

10. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA adalah
Dokumen yffig memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja,
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode
1 (satu) tahun.

11. Prioritas all flafon Anggaran sementara, yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah Rancangan program priorit"" dan
patokan batas maksimal angg€uan yang aiuirikan kepada sKpD
untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RI(A-
SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
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12.

13.

(1)

(21

Rencana Ke{a Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah Dokumen
Perencanaan SKPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
Rencana Keda dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat
RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan penganggaran
yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan
kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar
pen1rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II
REITCANA KTR.'A PEUBANGI'NAIT DATRAII

Pasal 2

RKPD Tahun 2016 merupakan Dokumen Pprencanaan Daerah
untuk periode I (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari
2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016,

RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berfungsi sebagai :

a. pedoman bagi SKPD dalam menJ rsun Renja-SKPD Tahun
2016; dan

b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menJrusun KUA
dan PPAS dalam rangka pen5rusunan Rancangan APBD
Tahun 2Ot6.

Pasd 3

Dokumen RKPD Tahun 2016 ditetapkan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB III
I(ETENTUAIT PERALIIIAIT

Pasal 4

Kepala Badan Perenc.anaan Pembangunqn Daerah wajib menelaah
kesesuaian antara RKPD Tahun 2016 dengan RKA-SKPD Tahun
2016 hasil pembahasan bersama DPRD.

Pasel 5

Dalam hal Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2016 yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati ini berbeda
dengan hasil pembahasan bersama DPRD, maka yang digunakan
adalah Program dan Kegiatan hasil pembahasan dengan DPRD.
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BAB IV
I(BTENTUAIiI PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada talggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
25 Mei 2Ol5

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 25 Mei 2015

I(ABUPATEN TAPIN,

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2015 NOMOR 13
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